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IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 49/PUU-X/2012 

Tentang 

Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Terkait Proses Peradilan 

 
 

Pemohon : Kant Kamal 
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UU 30/2004) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). 

Pokok Perkara : Pengujian Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004 sepanjang frasa, 
“...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah...” bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
1.1 Menyatakan frasa frasa “dengan persetujuan Majelis 

Pengawas Daerah” dalam Pasal  66 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas 
Daerah” dalam Pasal  66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara    
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 

Tanggal Putusan : Selasa, 28 Mei 2013 
Ikhtisar Putsuan : 

 Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan 
berlakunya frasa “...dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah...” dalam Pasal 66 ayat 
(1)  UU 30/2004, dikarenakan Pemohon mengalami kendala dalam memproses laporannya 
dikarenakan penyidik kepolisian terhalangi untuk melakukan proses penyidikan laporan polisi 
terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam 
akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP. Oleh karena yang dipanggil 
adalah notaris maka penyidik kepolisian terlebih dahulu harus meminta izin kepada Majelis 
Pengawas Daerah untuk memeriksa notaris dalam perkara pidana. 
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 Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena 
yang dimohonkan pengujian undang-undang in casu UU 30/2004, maka Mahkamah 
berwenang untuk mengadilli permohonan a quo. 

 Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan 
diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak 
konstitusionalnya dengan berlakunya frasa “...dengan persetujuan Majelis Pengawas 
Daerah...” dalam Pasal 66 ayat (1)  UU 30/2004, karena saat membuat laporan polisi terkait 
dengan dugaan tindak pidana keterangan palsu dalam akta otentik tanggal 4 Juli 2011, 
penyidik kepolisian terhalangi untuk melakukan penyidikan disebabkan tidak adanya 
persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur. Oleh karena itu, Pemohon memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. 

 Bahwa terhadap permohonan a quo, Mahkamah berpendapat, bahwa proses peradilan 
oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam 
penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan 
Majelis Pengawas Daerah, menurut Mahkamah termasuk dalam kelompok pengaturan yang 
seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal 
protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 
yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan. Adapun semua 
proses penegakan hukum pidana terhadap notaris harus dilakukan tanpa campur tangan 
atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip 
penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 
UUD 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman.  

 Bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU 30/2004 
perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan 
tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan 
perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut 
Mahkamah, perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris  tersebut diatur dan diberikan 
perlindungan dalam Kode Etik Notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam 
proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum 
sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 
1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan 
dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban 
seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. 
Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut 
yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya 
justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang 
tertunda adalah keadilan yang tertolak (“justice delayed justice denied”). Selain itu, sangat 
penting pula menjaga wibawa dan kehormatan seorang notaris selaku pejabat umum, 
sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris 
yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, diperlukan sikap 
kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum, namun perlakuan 
demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain 
adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan 
putusan yang amarnya menyatakan: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya: 

1.1 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal  66 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 



3 

 

Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2 Menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal  66 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 

  


